





2.1 Profil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 
Birokrasi 
Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 Kementerian Negara 
dikelompokan menjadi empat kelompok yakni: Kementerian Kelompok I, 
Kementerian Kelompok II, Kementerian Kelompok III, dan Kementerian 
Koordianator. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia merupakan salah satu dalam Kelompok 
Kementerian III.  Kementerian Kelompok III merupakan kementerian yang 
menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan 
sinkronisasi program pemerintah. 
Dalam melaksanakan tugas Kementerian Kelompok III menyelenggarakan 
fungsi: 
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; 
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 
3. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawabnya; 
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan 
5. Menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, 
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi 




Gambar 2. 1 Logo Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
 
(Sumber: Website Menpan, 2019) 
 
Berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan – 12190, 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sebelumnya adalah Komjen Pol Purn 
Syafruddin dan sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Bapak Tjahjo Kumolo. 
Tugas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi adalah menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur 
negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara. Selain itu, bedasarkan Renstra Tahun 
2015-2019, pada halaman 40, tujuan strategis dari Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ialah: 
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. 
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif. 
3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja 
Tinggi. 
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas. 
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan 






Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi: 
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, 
akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata 
laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik; 
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, 
kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan 
pelayanan publik; 
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 
Kementerian PANRB; 
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan; 
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawab Kementerian PANRB; dan 
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 
PANRB 
 
2.1.1 Visi  
Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan 
kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi 
 
2.1.2 Misi 
1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. 
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif. 
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. 




2.2 Struktur Organisasi  
Susunan organisasi Kementerian Kelompok III terdiri atas unsur pemimpin 
yaitu Menteri, unsur pembantu pemimpin yaitu Sekretariat Kementerian, unsur 
pelaksana yaitu Deputi, unsur pengawas yaitu Inspektorat.  Lebih jelasnya, 
struktur organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 terdiri dari: 
1. Sekretariat Kementerian; 
2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan 
Pengawasan; 
3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana; 
4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; 
5. Deputi Bidang Pelayanan Publik; 
6. Inspektorat; 
7. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum; 
8. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 
9. Staf Ahli Bidang Administrasi Negara; dan 
10. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja. 
 
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kementerian PANRB 
 




2.2.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pelayanan Publik 
 
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pelayanan Publik 
(Sumber: Data Olahan Laporan, 2019) 
 
Berdasarkan struktur organisasi di atas, bidang Pelayanan Publik terdiri 
dari 4 orang pejabat struktural, yaitu dimulai dari Eselon I Ibu Diah Natalisa 
selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik, kemudian jenjang Eselon II Muhammad 
Imanuddin sebagai Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem 
Informasi Pelayanan Publik, jenjang Eselon III Asisten Deputi Perumusan 
Kebijakan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Ponco Imam 
Prayitno dan jajaran Eselon IV yaitu Rosikin yang bertanggung jawab menjadi 
Kepala Subbidang Pelaksanaan dan Monitoring Sistem Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Nasional.  
Sehingga program SP4N-LAPOR! ini berada di bawah pimpinan Deputi 
Bidang Pelayanan Publik Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA. dan dalam kegiatan 
sehari-harinya diawasi oleh tiga Eselon.  Pengurus LAPOR terdiri atas beberapa 
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koordinator dan kelompok jabatan fungsional yaitu Analis Pengelolaan 
Pengaduan Masyarakat, Spesialis Komunikasi, Spesialis Desain, Analis 
Pemrograman dan Analis Data. Divisi komunikasi dipimpin oleh seorang Analis 
Komunikasi, Indra Setiawan dimana selama proses kerja magang berlangsung, 
penulis ditempatkan dan langsung dibimbing oleh beliau. 
 
2.3 Ruang Lingkup Kerja Divisi Magang 
Selama proses kerja magang, penulis berada pada deputi Pelayanan Publik, 
fokus menangani program SP4N-LAPOR!.  
 
Gambar 2.4 Logo LAPOR! 
 
(Sumber: Dokumen LAPOR!, 2019) 
 
Tujuan dari diselenggarakannya program SP4N-LAPOR! adalah agar: 
1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara 
sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik; 
2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam 
menyampaikan pengaduan; dan 
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
 
Sehingga dalam mencapai tujuannya, diperlukan seorang Spesialis 
Komunikasi untuk mendukung tercapainya tujuan dalam memberikan pelayanan 
publik yang terbaik kepada masyarakat. Tugas utama sebagai bagian Spesialis 
Komunikasi adalah merencanakan, meneliti, dan menyiapkan materi-materi dalam 
menjalankan seluruh program komunikasi yang dilakukan baik online maupun 
offline, khususnya menyusun strategi penyebaran informasi melalui website dan 
media sosial yang berkaitan dengan pelayanan publik secara berkala, membuat 
artikel, mengumpulkan berbagai data untuk artikel yang akan di-post di 
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Instagram, website, Facebook, dan Twitter, membuat laporan mingguan dan 
segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan website dan media sosial.  
Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan kerja magang, seorang spesialis 
komunikasi diberi kesempatan untuk mengelola persepsi baik masyarakat 
terhadap SP4N-LAPOR! dan melaksanakan analisa terhadap program komunikasi 
yang akan dijalankan. Penulis juga banyak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan 
pemerintah, seperti mengikuti berbagai rapat koordinasi, evaluasi dan bimbingan 
teknis bersama instansi pemerintahan lainnya. 
 
